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PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH 
NOMOR '41 TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 38 
TAHUN 2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR 

SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH 

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

BUPATI ACEH TENGAH, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara 
Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan 
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di 
Lingkungan Pemerintah Daerah, telah ditetapkan 
Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 38 Tahun 2022 
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah; 

b. bahwa untuk menjadi dasar pemberian tambahan 
penghasilan pegawai bagi PNS dilingkungan Rumah Sakit 
Umum Daerah Datu Beru Takengon, maka perlu merubah 
Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 38 Tahun 2022 
tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, maka 
perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tambahan 
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 
Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang 
Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3034); 

2. Undang-Undang .... 



2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4633); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 14); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5 . Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negari Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5136); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 201 7 Nomor 63, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang 
Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6264); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2018 tentang 
Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat tertentu yang ditugaskan 
pada Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 169); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

11. Keputusan Menteri... 



11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 
2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri 
Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil 
Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah. 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH NOMOR 38 TAHUN 
2022 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN ACEH TENGAH. 

Pasall 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 38 Tahun 
2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 4 ayat ( 1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 
berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 4 

(1) TPP ASN diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Aceh Tengah, kecuali bagi Calon Pegawai Negeri Sipil 
(CPNS). 

(2) Kriteria pemberian TPP ASN adalah sebagai berikut: 
a. TPP berdasarkan Behan Kerja; 
b. TPP berdasarkan Prestasi Kerja; 
c. TPP berdasarkan Penilaian Objek Lainnya. 

(3) TPP berdasarkan penilaian objek lainnya, sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c, diberikan dengan berpedoman pada ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Ketentuan Pasal 14 ayat ( 1) huruf f diubah, sehingga keseluruhan Pasal 
14 ayat (1) berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 14 

(1) Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada: 
a. Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai 

tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah; 
b . Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau 

dinonaktifkan; 
c. Pegawai ASN yang diberhentikan dengan hormat atau tidak 

dengan hormat; 
d. Pegawai ASN yang diperbantukan/ dipekerjakan pada 

instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar 
Pemerintah Daerah; dan 



e. Pegawai ASN yang diberikan cuti di luar tanggungan negara atau 
dalam bebas tugas unuk menjalani masa persiapan pensiun. 

f. Pegawai ASN yang pindah datang namun belum sampai bekerja 
selama 1 (satu) tahun di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh 
Tengah. 

Ditetapkan di Takengon 
pada tanggal 2 November 2022 

r UPATI ACEH TENGAH,/4 

Diundangkan di Takengon 
pada tanggal '2 November 2022 

\--sEKRETARIS DAERAH 

~ SUBHANDHY 

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 10~5" 




